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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa secara yuridis kedudukan kreditor atas hak tagih dalam hal debitor perseroan 

terbatas dibubarkan akibat kepailitan masih ada, sehingga kreditor masih memiliki 

hak dalam melakukan penagihan sisa utang pada debitor. Meskipun demikian, 

dengan dibubarkannya perseroan terbatas yang insolven menjadikan realisasi dari 

hak tagih kreditor terhadap debitor perseroan tersebut menjadi tidak dapat 

dilakukan, karena debitor perseroan terbatas yang dibubarkan telah kehilangan 

status badan hukumnya sehingga hak dan kewajiban dari badan hukum tersebut 

menjadi hilang seiring dengan musnahnya subyek hukum perseroan tersebut setelah 

kurator melikuidasi perseroan tersebut dan pertanggungjawaban likuidasi oleh 

kurator tersebut diterima oleh pengadilan. 

B. SARAN 

1. Kreditor dalam melakukan transaksi dalam bentuk utang-piutang dengan 

debitor, sebaiknya memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan terlebih 

dahulu melakukan uji tuntas atau due diligent terhadap debitor untuk 

mengetahui kemampuan membayar dari debitor tersebut sebagai mitigasi 

risiko gagal bayar. 

2. Kreditor dalam mengikatkan diri dengan debitor berbadan hukum 

(perseroan terbatas) harus disertai dengan perjanjian tambahan (accessoir) 
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berupa jaminan perorangan dari pihak ketiga untuk menjamin utang debitor 

perseroan kepada kreditor sehingga dalam hal debitor pailit perseroan 

dibubarkan, kreditor dapat menuntut pelunasan dari penanggung yang 

merupakan subyek hukum perorangan. 
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